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BIJP,\TI BATANG HARI.

bahwa dalam:langka untuk meningkatkan efektivitas, efisieirsi dan
kuafitas keg1atan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Batang Hari, rnaka perlu mengatur mekanisme pelaksanasnnryil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf 4 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Ten;gah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubatr dengan Undang -
Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingliat II Sa.i:olangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, llambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755 );

Undang*LTndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nomor aZS6);

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembsntukan
Peraturan Penrndang - undangan ( Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara
Republik Indorresia Nomor a398 ) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahm 2004
Nomor 125, 'farnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun Z00B tentang
Perubahan Kec{ua atas Undang - Undang Nomor 32 Tatnrn 2004
tentang Pemerintahan Daerah ( lrmbaran Negara Republik
Indonesia Talrur 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indor esia Nomor 4844 ) ;
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5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tsntang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Ptrsat dan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4438 );

6. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daorah ( Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahrxt

2005 Nomor 138 ) ;

7. peraturan Pomsrintah Nomor 38 Tahun 2007 twrtang Pembagian
Unrsan Pemelintahan antara Pemerintatr' Pemerintahan Daerah

Propinsi dan I emerinatahan Daerah Kabupaten /Kota ( kmbaran

Negara Reput'lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

I-smbaran Negara Republik Indonesia Nomor a737 );

g. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
pelaksanaan Pengadaan Barangdasa Pemerintah ( kmbaran

Negara Republik 
-Indonesia 

Tahun 2003 Nomor I20, Tambahan

trmbaran Negpra Republik Indonesia Nomor 4330 ) sebagaimana
lehh beberupi tuti birrUutr terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 8 Tahun 20a6 ( kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun2006 );

g. Peratuan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Keuangan l)aerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Balang Hari Tahun 2006 Nomor 5 ) ;

\Ie.rnperhatikan : Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tefiang
psdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2407"

t
\Ienetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN' BIIPATI TENTA}IG MEKANISME

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGTINAN DI

KABIIPATE}I B ATANG H,{R['

BABI

KETENTUAN IIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud rlurgan :
l. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. pemerintah Daerah iO"t"tt Bupai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pernerintahan Daerah.

-1. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
+. \\ akil Bupati adalah Wakil Bupati Batang Hari'
5. Dewan pirwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah Dewan

Pe,r*'akilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari'

6. Instansi atau ..
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6. Instansi atau satuan Kerja adalatr sekretariat, Badaru Dinas, Ilu{oj' Bagraru

KecamatarU Kelurahan" Unit Pelaksana ieknis Dinas, dan Badan Usaha Milik Daerah

Kabupaten Batang Hari.
7. -{,nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

AnGaran eendapatan dan Belan-ia Daerah Kabupaten Batang Hari'

g. Kegiatan Pembangunan adalah Kegiatan - k"qdT?embangunan berupa Kegiatan

pisn aan Kegiatan non fisik yang tercantum dalam APBD'

BABtr

PELAKS ANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal2

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan wu-i{ pelaksanaan Psraturan Daerah

Kabupaten natang Hai tentan; APBD untuk setiap Tahun Anggaran diselenggarakan

berdasarkan prlnsip 
-efektivi6s, 

efisiensi, kualitas, koordinatif, transparan dan

alrrmtabilitas, berpedoman kepada Peraturan Perundang * undangan yang berlaku'

Pasal3 
i-

i[) Kegiaran PembangUnan dilaksanakan dengan sebaik - baiknya semata - 1;nata

,litujukm rgrnri fepentingan daerah dal; rangka turut serta aktif menunjang

e€mbmgunan nasional.

ili \(errajernen pelaksanaan kegiatan pembangunry yTg dijalankanr oleh satuan kerja

dasfah berada dalam t,ngg""g jalwaU tepata satuan kerja perangkat daerah

b€rsanekutan 
B AB III

MEKANISMEPELAKSANAANKEGIATANPEMBANGUNA}T

Bagran Pertama

APBD

Pasal4

{ l )Penyempurnaanbukuanggarajnpembangunan-APBDdi lakukanolehDinas
PendapatargPengelolaanKeuarrgandanAsglDaerahdanBadanPerencanaan
pembangunan Daerah Kabupaten Eutung Flari diselesaikan paling lama7 (tujuh) hari

sejak tanggal persetujuan DPRD atas APBD'

(l) Peny-empurfturn buku anggaran Belanja Tidak Lrygsune dan Belanja Langsung

-.l,PBD dilakukan oleh Dinas p""oupotutu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Batang Hari disele*uit."tr paling-Iama 7 (nrjuh) hari sejak tanggal

persetujuan DPRD atas APBD'

Bagian Kedua
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Bagran Kedua

Pengelola Kegiatan

Pasal5

(1) Nama Calon Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)' Pejabat

Penatausatlaan Keuangan Satuan Ke{a Perangliat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf

PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaraq Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Penyimpan Barang diusulkan oloh Satuan Kerja Perangkat Daerah

kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Batang Hari paling lama 5 (lima) hari sejak tangal persotujuan DPRD

atas APBD.

(2) Penggrma ,{nggaran (PA), Kuasa. Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan

Kegangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Staf PPK-SKPD,

Bendahara Pengeluaran, Pembarrfu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

dan Penyimpan Barang sebagarmana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati paling lama 4 (empat) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari

Kepala Satuan Ket'a Perangkat Daerah'

{-ri Pengguna Anggaran, Kepala Safuan Ke{a Perangkat Daerhh berkewajiban membuat

t'sila acara pelaksanaan kegiat.an pembangunan yang telah diselesaikan 100 o/o

1s€f,.a.rus pers€n) kepada Bupati sebagai Aset Daerah sesuai prosedur yang berlaku.

Bagpan Ketiga

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal6

Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan pembangunan disusun oleh Satuan Kerja
U Fermgliat Dierah diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan

DPRD atas APBD.
Pasal T

Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
pallng larna 10 (sepuluh) hari sejak tanggal selesainya penyusunan Rencana Kegiatan
,{nggaran (RI3).

ilagian KeemPat

Kegiatan Yang Melalui Proses Pelelangan

Pasal 8

Fembentukan panitia lelang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan ditetapkan paling

lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5 ayat (2).

Pasal9
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Pasal9

pro6€s pelelangan yang dengan. ,ji.awali pengumuman pelelangan tlTlui dergan

penanAatogan* ,*lulpo:anjian k,rj; [i"til;6--Ji*ututuit* dalim waktu 47 (empat

putuh tujuh) hari.

Pasal 10

DokrrmenKontraktelahdisslesaikanolehPerrggunlqrya'*bT"P:j:*dongn
pemeomg lelarg p;G lama la (r*;;;;1*Irt-i terhitung sejak tanggal penetapan

pcmeoalg lelang

Pasal 11

pen$saha/Ttekananyangditelapklsebagainelakslla,kegiatanhu'rytelahmemulai
oelalisanaan pekerjaan paling lanvT 6j'fi'rl-itt:"t to'''*l penandatanganan surat

bol-ji* Kerja (kontrak)'

Bagran Kelima

Kegiakn Tanpa Melalui Proses Pelelangan

Pasal12

F)Iua&smaankegi{an.yangtidakmelaluiprosespelelatrgandilakukanderrgan*-' 

-.q"rhatikan 
Jn"itn*i peoggunaan waktu'

(a)Pelaksanaankegiatan1*r.*rngatura-njadw|kegiatannyadisesuaikandengan
b€nruk, sifat din karakreristik k;fi;;;angkutan, guna mengapai hasil yang

optimat.
BagranKeenam

Penyelesaian Kegiatan

Pasal 13

Selurutr kegiatan pernbangurran h.arus sudah diselesaikan 100 o/o (seratus persen)

selambat-larrrUatniaU"f ""-N"pembertahunerLggaftnberjalan'
Baglan Ketujuh

Pertanggungj awab an dan Pelaporan

Pasal 14

(3)tvlekanisme'pelaksaflatmkegiatanpembangurynsebagairnanadimaksuddalam
peratruan rm dilaksanakan secara ionri*t* dengan i"ult tanggungiawab oleh

Satuan Kerja pti""gt" Daerah serta pihak terkait'

(a) Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah berkowajiban menyampaikan laporan

mengenai kegiatan yang dikeloy.V" A"f"* bentuk iufo'utt butanan' laporan akhir

kegiata& tuporur, *"*"rto - *rOOi;.;;'A*g* kep'erluar\ kepada Bupati sesuai

ptosearrrYang berlaku'

B AB IV . . .
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BABTV

KETENTUANI PENUTUP

Pasal 15

Pada saat psfatufan ini beflaku maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2006

tentang Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditndangkan'
,A.gar setiap orang mengetahuityu, *"*ttitttuhkan pengundangan Peraturan ini dengan

ffi"rr*ut"r-yu dut* gerita Daerah',(abupaten Batang Hari.

OirmOangtcan di Muara Bulian
Pada Tanggal 12 - 2AAg

KABIIPA'IEN B ATANG HARI

'KABUPATEN BATA}IG HARI
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